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Abstract

Along with the development of this era due to the tecnological advances, it grows the variety types of
criminal modus operandi including the trafficking of women for sexual purposes. The rise of trafficking of
women for sexual purposes was recorded at 1.359 cases since 1998-2010, it shown that Indonesia is
vulnerable to this issue. The amount mentioned above only shows the cases which has exposed, in fact
there are a lot of unexposed cases relating to the hidden victims who do not want to report their cases.
Therefore, the urgency to seek for solutions in order to minimizing this crime will be very needed. One of
the efforts is by improving the legal system by emphasizing on Legal Empowerment Community concept.
The purpose of this concept is empowering the community based on participatory theory to persuade them
for participating together to minimizing this crime. Thus, the prevention and repression on the Trafficking
of Womer for Sexual Purposes not only done by Government but the community as well.
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I. PENDAHULUAN berkaitan dengan asas perlindungan

A. Latar Belakang

Seiring  dengan  perkembangan
zaman akibat kemajuan teknologi, maka
tak dapat dipungkiri pula dengan
berkembangnya kejahatan. Hal ini dapat
kita lihat dengan semakin banyaknya
bentuk dan modus baru yang dilakukan
oleh para pelaku kejahatan dengan
memanfaatkan berbagai macam akses
dan fasilitas yang tersedia. Dengan
semakin maraknya tindak kejahatan,
seringkali membuat hukum itu sendiri
belum dapat menjangkau

permasalahan-permasalahan yang

hukum secara merata. Hal ini membuat
seolah-olah hukum selalu tertinggal dari
kejadian yang muncul nyatanya, seperti
sebuah adagium hukum yang dikenal
dengan “Het Recht Inackhter de Feiten

Aan”)!

seyogyanya hukum merupakan
salah satu alat fundamental yang
digunakan demi tercapainya ketertiban

di dalam masyarakat.

! “Het Recht Inackhter de Feiten Aan” artinya
“hukum selalu tertatih-tatih tertinggal dibelakang
kejadia atau peristiwa yang muncul di
masyarakat nyatanya” sebagaimana
dikemukakan oleh Van Kan, Prof. Romli
Atmasasmita, 2014. Hukum Kejahatan Bisnis
Teori dan Praktik di Era Globalisasi. Jakarta:
Prenadamedia Group. hlm. 5
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